NOMOR : 23

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

SERI : A

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI NIAS,

:a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2013, diamanatkan yaitu
Bupati Nias menetapkan Peraturan
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Nias tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2013;



Mengingat

Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3312), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3569) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3688);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan = Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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9.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun .
2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5049);



12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

13.

14.

15.

tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
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16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574};

Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4576); '
Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);
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22,

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 635
Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan =~ Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);



25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang  Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri

30.

3

[

5.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia
Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Dasar Tahun 2013;

Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
41/PMK.07/2013 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru PNSD kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota  Tahun
Anggaran 2013;

. Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor
41/PMK.07/2013 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru PNSD kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun
Anggaran 2013;



33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
42/PMK.07/2013 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia
Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Dasar Tahun 2013;

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia
Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Menengah Tahun
2013;

Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
42/PMK.07/2013 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Tahun Anggaran 2013;
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37.

38.

39.

40.

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia
Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Menengah Tahun
2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor S Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008
Nomor 12 Seri B);
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41.

42.

43.

44.

45.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok —
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor
13 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2013 Seri A);

Peraturan Bupati Nias Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2013 (Berita daerah
Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 2
Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2013;
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Memperhatikan

: 1.

Surat Gubernur Sumatera Utara
Nomor 903/761 tanggal 1 Februari
2013 perihal pemberitahuan Bantuan
Keuangan kepada Kabupaten/Kota
pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2013;

Berita Acara Persetujuan Bersama
Kepala Daerah Kabupaten Nias dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Nomor
170/11/DPRD/2014 dan Nomor
900/08/2014 tanggal 20 Agustus
2014 tentang Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Nias tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2013;

Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 188.44 /618 /KPTS/Tahun
2014 tanggal 2 September 2014

tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nias
tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 dan Rancangan Peraturan
Bupati Nias tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2014;
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4. Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nias Nomor 16 Tahun 2014 tanggal
19 September 2014 tentang

Penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun  Anggaran 2013
berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44 /618 /KPTS/Tahun 2014
tanggal 2 September 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri
atas : .
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah .. Rp. 44.726.140.940,93,-

b. Dana Perimbangan .......... Rp. 418.424.187.243,00,-
c. Lain-lain Pendapatan yang
ST 1 o AU Rp. 00,00,-
Jumlah Pendapatan ........ Rp. 463.150.328.183,93,-
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%

2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai .......... Rp. 160.647.594.659,00,-
2) Belanja Bunga ............ Rp. 00,00-
3} Belanja Subsidi ........... Rp. 00,00-
4) Belanja Hibah.............. Rp. 3.536.500.000,00,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.034.286.700,00,-
6) Belanja Bagi Hasil........ Rp. 00,00-
7) Belanja Bantuan

Keuangan.......cc........... Rp. 6.635.022.000,00,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 00,00,-

Rp. 172.853.403.359,00,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai .......... Rp. 29.758.596.443,00,-

2) Belanja Barang dan
JaASA crieiiiieiicine, Rp. 100.446.361.133,00,-
3) Belanja Modal.............. Rp. 173.429.299.099,00,-
Rp. 303.634.256.675,00,-
Jumlah Belanja............ Rp. 476.487.660.034,00,-
Surplus/(Defisit).......... Rp. (13.337.331.850,07),-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan ............ SR— Rp. 116.255.652.154,66,-
b. Pengeluaran ...c.snsssssss Rp. 2.965.000.000,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 113.290.652.154.,66,-
Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaanRp. 99.953.320.304,59.-
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Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Nias ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 19 September 2014

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI
Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 19 September 2014
ATEN NIAS,

SEKRETARIS DAERAH

P/

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR :. SERI: A
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